
BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT
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DENGAN RAIIMAT 
"UIIAT 

YAITG UAIIA ESA

BT'PATI LIMA PT'LUI KOTA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 60peraturan pemerintah Nomor 60 f"fr"rr iOOEi""t"i,Sistem pengendalian Intern peme;"t"h-;;;;;
ketentuan mengenai SpIp dilingku"t;l;-;;;
Daerah^, diatur lebih lanjut dengan n"..t"r., A"p"tiyang berpe_d-oman pada peraturan pemerintah Nomor
60 Tahun 200g;

b. bahya berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud 3 diatas, perlu ditetapfon a""g"Ii-"""t"peraturan Bupati.

Mengingat : l. Undang,Uldang Nomor 12 Tahun 1956 tentang. pembentukan Daerah Otonom Kabupaten datariLingku{gan provinsi Sumatera fengair lf,emUaranNegara Republik Indonesia Tahunl95? nil;;-r;i; "

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentanqperbendaharaan Negara (Iembaran Negara n.p"UfifIndonesia Tahun 2OO4 Nomor S; Ta-;"h;;
L,embaran Negara Republik Indonesia I.io*;4iiil--

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangpembentukan peraturan perundang_u"a-;A;
(kmbaran Negara Republik Indonesia 

";h;,6iiNomor 92, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

4. Undang_Undang Nomor 23 Tatrun 2014 Tentangpemerintahan- Daerah (Lembaran Negara n"p"Uii[Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tamtahan
Lembaran Negara Republik Indonesia iv;;; GGi

ry



sebagai&ana telah dua kali diubah, terakhir denganUndang-Undang Nomor 9 Tahun ZOii- r.entangPerubahan Kedua Atas Unaang_UnAang -Nomo" 
ZSTahun 2014 Tentang pernerintan&r Daerah(Lembaran Negara Repu-Utit< maonisia-tafrun 201 5Nomor 58, Tambahan Lcmbaran Nelara RepuUfitIndonesia Nomor 5679);

5. Peraturan pemerintah Nomor 5g Tahun 2005 tentang
I:ig:_,:l:"1 T"""le"o_paerar, grmuara" NegaraKepuolrk tndonesia Talrun 2OO5 Nomor i+O;Tambahan L,embaran Negara nip"Ufif.-liaonesia,
Nomor 4578);

6. Peraturan pemerintah 
_Nomor 6O Tahun 200g tentang

!;stem 
pengendalian Intem pemerini.h-G*Urr"r,

Negara Republik Indonesia Tahun 2OOS lllmor f ZZ;Tambahan tembaran Negara n"p"Ufit-'i"aonesia,
Nomor 4890);

7. Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2}lz
lentang pembinaan dan Fe"g.*"".r,Penyelenggaraan pemerintahan Daeralr- iij*uar"r,
legara Repubtik Indonesia Tahun 2Oii iroLor zS,Tambahan Lembaran Negara n"p"tiit'ilaorr""i"
Nomor 6041);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor gO Tahun
2_015 Tentang pembentukan p;.d"k ri;k"; Daerah(Berita Negara Republik f"ao"u"i"-iJu" ZO1SNomor 2036);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lima puluh KotaNomor I Tahun 2OOg tentan! eotot_pof.ot
lelselolaan feullcan Daerah iiuup"i"" Lima
Slulr __Kota (Lembaran Daerah Ihbupaten LimaPuluh Kota Tahun 200g Nomor l);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima puluh KotaNomor 15 Tahun 2016 tentang pemUeniutan aan
Susunan_- Organisasi perangkat Oa"rJ- if.*uaranDaerah Kabupaten tima iltutr fota-ijun zoro
Nomor 15);

l l. Peraturan Bupati Lima puluh Kota Nomor 47 Tahun2016 Tentang Kedudukan, Susunan 
-Organisasi,

Pe1 1* Pry:i, serta Tata rerl.a rnslettorat
(Eenta Daera-h Kabupaten Lima puluh Kota. Tahun2016 Nomor 49).


